
SALINAN

KOMISI PEMILITIAIT T'UUM
PROVINSI ITUSA TEIYGK}ARA BARAT

PERSYARATAN JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARAN PALING SEDIKIT
UNTUK DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 201B

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal
8 ayat (l) peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor
3 Tahun 2OlZ tentang pencalonan pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati serta

menyebutkan

Walikota dan Wakil Walikota, yang
bahwa KPU provinsi/Klp Aceh dan

Barat tentang persyaratan Jumlah
dan Persebaran paling Sedikit Untuk
Pasangan Calon perseorangan dalam

Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa

KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkal persyaratan
pencalonan berupa jumlah dukungan dan
persebarannya bagi pasangan ca_lon perseorangan
dengan Keputusan KpU provinsi/Klp Aceh atau
KPU/ KIp Kabupaten/ Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi pemilihan Umum provinsi Nusa
Tenggara

Dukungan

Dukungan

Pemilihan

Tenggara Barat Tahun 20lg;

Mengingat

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR: 83/HK.O3. 1-Kpt / 52 / prov /rx / 2O1z

TENTANG

jdih.kpu.go.id/ntb



2

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 19Sg tentaflg
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 195g

Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor
rca9l;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OlS tentang
Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang_
Undang Nomor 1 Tahun 2O74 tentang pemilihan

Gubernur, Bupati danWalikota menjadi Undang_
Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang_
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OL4 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5g9g);

3. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 05 Tahun
2008 tentang Tata Keq'a Komisi pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun
20to;

4. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
20O8 tentang Susunan Organisasi dan Tata Keq.a
Sekretariat Jenderal Komisi pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi pemilihan Umum provinsi, dan
Sekretariat Komisi pemilihan Umum
KabupatenlKota sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Ta]nur.
200a;

5. Peraturan .........
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5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun

2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraarl Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2OL7 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa

Tenggara Barat Nomor 56/HK.03.1-

Kpt/ 52 /Prov /YI I 2Ol7 Tentang Pedoman Teknis

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa

Tenggara Barat Tahun 2Al8;

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa

Tenggara Barat Nomor 82/HK.03.1-

Kpt / 52 /Prov /lX I 2Al7 Tentang Penetapan

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu/Pemilihan

Terakhir Sebagai Dasar Penghitungarl Jurnlah

Minimal Dukungan Persyaratan Pasangan Calon

Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018;

2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Nusa

Tenggara Barat Nomor 664 /PK.OL-

BA/52/Prov/lX/2A17 tanggal 8 September 2AL7

tentang Penetapan Persyaratan Jumlah Dukungan

dan Persebaran Paling Sedikit Untuk Dukungan

Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat

Tahun 2Ol8;

MEMUTUSKAN
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MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

NUSA TENGGARA BARAT TENTANC PERSYARATAN

JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARAN PALING

SEDIKIT UNTUK DUKUNGAN PASANGAN CALON

PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN

2018.

Pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri
sebagai pasargan calon Gubernur dan Wakil Gubernur

daiam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa

Tenggara Barat Tahun 2018 apabila memenuhi syarat

dukungan dengan ketentuan:

1. harus didukung sekurang-kurangnya 8,5 o/o (delapan

setengah persen) dari jumlah Penduduk Provinsi

Nusa Tenggara Barat yang mempunyai hak pilih dan

termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan

umum atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir
di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu sejumlah

3.568.594 (tiga juta lima ratus enam puluh delapan

ribu lima ratus Sembilan puluh empat) jiwa.

2. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada

angka t harus tersebar di lebih dari 5Oo/" (lima

puluh persen) jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi

Nusa Tenggara Barat;

Dukungan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM

KESATU, Pasangan calon perseorangan harus

memenuhi dukungan paling sedikit 303.331 (trga ratus
tiga ribu tiga ratus tiga puluh satu) pendukung dan

harus tersebar paling sedikit di 6 (enam)

kabupaten/kota dari 10 (sepuluh) jumlah
kabupaten /kota di Provinsi Nusa Tenggata Barat.

Dukungan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM

KEDUA dibuat dalam bentuk surat dukungan yang

disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Elektronik atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai

KETIGA

ketentuan
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ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 10 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

LALU AKSAR ANSORI

KEEMPAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

ttd
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